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ABSTRAK 

  Merek memiliki dimensi hukum, dan Negara tidak akan memberikan hak atas merek 

kecuali melalui proses pendaftaran yang harus dilakukan terlebih dahulu.[1] Dengan kata 

lain, pihak lain tidak diizinkan untuk menggunakan hak atas merek tanpa izin dari pemilik 

merek. Ketika merek terkenal tidak didaftarkan, hal ini dapat menyebabkan terjadinya 

pelanggaran merek. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengawasan pemerintah 

terhadap merek yang belum terdaftar yang sudah beredar di Indonesia.[2] 
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PENDAHULUAN 

  Hak Merek merupakan bagian dari hak milik intelektual lainnya yang terus berkembang 

seiring dengan perkembangan zaman, dan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan 

teknologi. Dalam hal ini, semakin majunya teknologi dalam suatu negara, semakin canggih 

pula pelanggaran yang dilakukan terhadap Hak Merek Berdasarkan aspek-aspek Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI), terdapat Hak Merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2001 tentang Merek, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 

2016 menjadi Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut Undang-

Undang Merek).[3] 

METODE PENELITIAN 

  Dalam penelitian ini, saya menggunakan pendekatan Statue Approach dan studi 

penelitian untuk mengukur kesesuaian kebijakan dengan produk. Pendekatan studi ini 

membantu memastikan bahwa isu-isu hukum yang diteliti sejalan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia. Melalui penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan 

pemahaman yang komprehensif tentang masalah hukum yang terkait dengan Perlindungan 

Hukum Penggunaan Merek dan Sanksi Penyalahgunaan Merek.[4] 

HASIL dan PEMBAHASAN 

 Merek adalah salah satu bentuk karya intelektual individu yang dilindungi oleh 

Undang-Undang Merek di Indonesia yang dapat berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, 

susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang digunakan sebagai identitas 

produk. Perlindungan merek memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan hukum bagi pemilik merek dan pelaku tindakan hukum terkait. Pelaksanaan 

perlindungan hukum merek didasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 

Merek, terutama Pasal 3 yang mengatur tentang pemberian hak eksklusif oleh negara kepada 



pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Para pelaku usaha yang telah 

memiliki sertifikat merek mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih tenteram dalam 

mengelola usaha mereka di masa depan. Pelanggaran hak merek dapat dikenai sanksi pidana 

dan juga dapat dituntut secara perdata oleh pemilik hak merek dan/atau pemegang hak merek 

yang haknya dilanggar.[5] 

   

KESIMPULAN 

  Perlindungan hukum diberikan untuk mencegah penggunaan merek yang serupa atau 

mirip tanpa izin dalam kegiatan perdagangan oleh pihak ketiga. Hak merek diatur dalam 

Undang-Undang Merek di Indonesia, yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual 

(HKI). Undang-Undang Merek, yang telah mengalami perubahan, memberikan perlindungan 

hukum yang relevan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Merek adalah 

bentuk karya intelektual yang dilindungi dan berfungsi sebagai identitas produk dengan 

menggunakan gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi unsur 

tersebut. Perlindungan merek penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi 

pemilik merek serta melibatkan tindakan hukum. Pemilik merek yang memiliki sertifikat 

merasa lebih aman dalam menjalankan usaha di masa depan. Pelanggaran hak merek dapat 

menghadapi sanksi pidana dan tuntutan perdata dari pemilik atau pemegang hak merek yang 

melanggar hak tersebut. 
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